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1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3909), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi 
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3969); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

bahwa dalam rangka untuk menselaraskan antara Peraturan 
Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Pengadaan Barang/ Jasa di Desa dengan Peraturan Bupati 
Tebo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Tata Cara Penetapan 
Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun 
2015, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Tebo 
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di 
Desa. 

BUPATI TEBO, 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 12 TAHUN 2015 
TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI TEBO 
NOMOR e » TAHUN 2015 

BUPATITEBO 
PROVINS! JAMBI 
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 8. 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah 
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang 9. 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558); 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 7. 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

6. 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 5. 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

4. 

Tahun 2011 ten tang 
Perundang-undangan 

Indonesia Tahun 2011 

3. Undang-Undang Nomor 12 
Pembentukan Peraturan 
(Lembaran Negara Republik 
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Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 
12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa 
di Desa, diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (5), ayat (6), ayat 7 diubah, dan 
ditambah 1 (satu) ayat setelah ayat (7) yaitu ayat (8), 
sehingga bunyi Pasal 7 sebagai berikut: 

Pasal 7 
( 1) TPK adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah 

Desa yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa 
dengan Keputusan Kepala Desa. 

(2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri 
dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga 
Kemasyarakatan Desa setempat. 

Pasal I 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO 
NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA 
PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA. 

MEMUTUSKAN : 

15. Peraturan Bupati Tebo Nomor 13 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan 
Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2015; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 16 Tahun 
2012 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 16); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 17 Tahun 
2012 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan 
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo 
Tahun 2012 Nomor 17); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 
2014 Nomor 1); 

14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 
ten tang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di 
Desa; 

Menetapkan 
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Pasal9 
( 1) Kepala Desa selaku PKPKDes membentuk Panitia 

Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

(2) Jumlah personil Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 
sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, yang terdiri atas: 
a. Ketua, adalah berasal dari Unsur Perangkat Desa; 

yang dihitung kedalam besaran nilai kegiatan 
kegiatan. 

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, dan ditambah 3 (tiga) 
ayat setelah ayat (8) yaitu ayat (9), ayat (10), dan ayat 
(11), sehingga bunyi Pasal 9 sebagai berikut: 

(3) Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), adalah diutamakan Kepala Urusan 
Pembangunan dan/atau Kepala Urusan lainnya 
yang memiliki kemampuan dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya. 

(4) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai anggota 
aktif, memiliki kompetensi dibidangnya dan 
organisasinya terdaftar di Pemerintah Desa 
setempat. 

(5) Jumlah personil TPK sebanyak-banyaknya 3 (tiga) 
orang, yang terdiri atas: 
a. Ketua, adalah berasal dari Unsur Perangkat Desa; 
b. Sekretaris, adalah unsur yang berasal dari 

Aparatur Desa atau dari unsur Lembaga 
Kemasyarakatan Desa; dan 

c. 1 (satu) anggota berasal dari unsur Aparatur Desa 
dan/atau dari unsur Lembaga Kemasyarakatan 
Desa. 

(6) Pemerintah Desa menyediakan biaya pendukung 
kepada TPK berupa honorarium sepanjang berkaitan 
dengan kegiatan pengadaan barang/ jasa. 

(7) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 
diberikan untuk setiap kegiatan pengadaan 
barang/jasa yang nilai kegiatannya di atas nilai 
Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). 

(8) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) paling banyak 2 % (dua perseratus) dari nilai 
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b. Sekretaris, adalah unsur yang berasal dari 
Aparatur Desa atau dari unsur Lembaga 
Kemasyarakatan Desa; dan 

c. 1 (satu) anggota berasal dari unsur Aparatur Desa. 
dan/atau dari unsur Lembaga Kemasyarakatan 
Desa. 

(3) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan wajib mernenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab 

dalam melaksanakan tugas; 
b. tidak menjabat sebagai Sekretaris Desa dan 

bendahara di Pemerintah desa. 
(4) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan 
kewenangan untuk: 
a. melakukan pemeriksaan basil pekerjaan 

Pengadaan Barang/ Jasa untuk nilai di atas 
Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai 
dengan ketentuan yang tercantum dalam 
Dokumen Surat Perjanjian, yang dituangkan di 
dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan; 

b. menerima basil Pengadaan Barang/ Jasa setelah 
melalui pemeriksaan/ pengujian; dan 

c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah 
Terima Hasil Pekerjaan. 

(5) Untuk membantu pelaksanaan tugas, Panitia 
Penerima Hasil Pekerjaan dapat menggunakan 
tenaga ahli/teknis yang berasal dari Pegawai Negeri 
Sipil atau Swasta sesuai dengan keahlian 
dibidangnya. 

(6) Dalam hal keanggotaan Panitia Penerima Hasil 
Pekerjaan tidak turut serta menandatangani Berita 
Acara Hasil Pekerjaan/Berita Acara Serah Terima 
Hasil Pekerjaan, wajib memberikan penjelasan 
tertulis. 

(7) Penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/Berita 
Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. 

(8) Format Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tertera 
pada lampiran Peraturan ini. 



- 6- 

yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; 
d. memiliki akta pendirian bagi badan 

usaha/ koperasi; 
e. memilik izin usaha sesuai bidang kegiatannya; 
f. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban 

perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) 
serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, 
PPh Pasal 23 (bila ada transaksi}, PPh Pasal 
25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena 
Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam 
tahun berjalan; dan 

mampu 
peralatan 

(9) Pemerintah Desa menyediakan biaya pendukung 
kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berupa 
honorarium sepanjang berkaitan dengan kegiatan 
pengadaan barang/ jasa dimaksud. 

(10) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (9), 
diberikan untuk setiap kegiatan pengadaan 
barang/jasa yang nilai kegiatannya di atas nilai 
Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). 

(11) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) paling banyak 1 % ( satu perseratus) dari nilai 
kegiatan yang dihitung kedalam besaran nilai 
kegiatan. 

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) setelah huruf c ditambah 
4 (empat) huruf yaitu huruf d, huruf e, huruf f, dan 
huruf g, sehingga bunyi Pasal 13 sebagai berikut: 

Pasal 13 
( 1) Pengadaan Barang/ J asa melalui Penyedia 

Barang/Jasa dimaksudkan untuk memenuhi 
kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung 
pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi 
kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa. 

(2) Dalam hal TPK mengundang Penyedia Barang/ Jasa 
di Desa diutamakan bagi Penyedia Barang/Jasa yang 
memiliki kriteria sebagai berikut: 
a. memiliki usaha yang masih aktif dengan alamat 

tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa 
pengiriman; 

b. pernyataan kebenaran usaha; 
c. untuk pekerjaan konstruksi, 

menyediakan tenaga ahli dan/ atau 
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Diundangkan di Muara Tebo 
pada tanggal S- M~ 2015 

/ 7 ,,,..-- BU~ATI TEBO, 

( ( 
\ 

Ditetapkan di Muara Tebo 
pada tanggal S m<,t 2015 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati mi dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo. 

g. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan 
sebagai penyedia jasa dalam kurun waktu 1 
(satu} tahun terakhir, baik di lingkungan 
pemerintah maupun swasta termasuk 
pengalaman subkontrak. 

(3) Tidak boleh menggunakan pihak ketiga (orang atau 
badan yang bukan toko/penyedia/individu) sebagai 
calo penyedia bahan/ alat/ tenaga yang dibutuhkan. 


